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Semakin sempitnya peluang kerja di dalam negeri telah mendorong masyarakat untuk mencari alternative pekerjaan diluar negeri. Dalam kenyataan peluang kerja di luar negeri dengan imbalan penghasilan yang lebih baik telah menjadi daya tarik yang kuat bagi masyarakat.
Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.​[1]​ 

Banyaknnya minat pencari kerja ke luar negeri tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan permasalahan yang akan timbul di kemudian hari baik yang dialami oleh tenaga kerja itu sendiri ataupun oleh keluarganya, permasalahan tersebut dapat berupa kejahatan kemanusiaan (trafiking) yang selama ini banyak menimpa para tenaga kerja Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri disusun untuk dapat memberikan pengaturan dalam melakukan penempatan dan perlindungan terhadap TKI.
Dengan dibentuknya Badan Naional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Peraturan Preiden Nomor: 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Pelayanan langsung BNP2TKI membawahi 19 ( Sembilan belas ) organisasi unit pelaksanaan teknis (UPT) atau Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) serta 13 (tiga belas) Pos Pelayanan di embarkasi atau debarkasi yang tugas pokoknya memberikan kemudahan pemrosesan dokumen dan penyelesaian permasalahan tenaga kerja Indonesia.
Penciptaan mekanisme sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya arus penempatan yang berdaya guna dan berhasil guna, karena berbagai sumber masalah sering menghadang tenaga kerja tanpa diketahui sebelumnya oleh yang bersangkutan seperti : 1) Sistem dan mekanisme yang belum mendukung terjadinya arus menempatan yang efektif dan efisien; 2) Pelaksanaan penempatan yang kurang bertanggung jawab; 3) Kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah; 4) Latar belakang budaya negara yang akan dituju yang berbeda.​[2]​

Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan  penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.
Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, kasus yang terbanyak dilaporkan melalui media langsung maupun surat serta telpon baik dari pihak keluarga maupun TKI tersebut, dalam kurun waktu 2012 sampai dengan saat ini data yang ada di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ( BP3TKI) di Jawa Tengah yaitu gaji tidak dibayar, masalah putus komunikasi,beban kerja tidak sesuai, tidak betah, berselisih paham sakit, penyiksaan /kekerasan fisik dan lain sebagainnya. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.
Dari uraian latar belakang diatas dapat kita kristalisasikan, bahwasanya terdapat masih terdapat permasalahan dalam pengaturan penempatan dan perlindunga tenaga kerja Indonesia (TKI) baik secara ekonomis, sosial, politik dan hukum. Maka penulis merasa tertarik untuk menuangkan kedalam tesis yang dikemas dalam judul: “PENATAAN KEMBALI UNDANG-UNDANG R.I NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL”
A.2.	Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan bahwasanya penyusun mendapati beberapa hal yang dapat dijadikan identifikasi masalah antara lain sebagai berikut:
1.	Bagaimana ekistensi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah terhadap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004?
2.	Bagaimana Kendala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia?
3.	Bagaimana model ideal konstruksi Undang-Undangan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  berdasarkan nilai-nilai yang dalam Sistem Hukum Nasional ?
A.3.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, tentunya yang menjadi tujuan penelitian Tesis  ini adalah sebagai berikut:
1.	Untuk mengetahui dan menganalisis Kewenangan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) terhadap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004;
2.	Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala-kendala apakah dalam pembanguan sistem hukum nasioanal terhadap perumusan Undang-Undangan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indoneisa;
3.	Untuk mengetahui dan menganalisis model ideal konstruksi Undang-Undangan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  berdasarkan nilai-nilai yang dalam Sistem Hukum Nasional.
A.4.	Tinjauan Pustaka
Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, niat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai TKI tiba di Negara tujuan penempatan. ​[3]​
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan dan hak-haknya sesuai denganperaturam perundangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. ​[4]​ Upaya perlindungan calon TKI maupun TKI merupakan suatu kegiatan yang terus menerus harus dilaksanakan selama kegiatan penempatan TKI masih berlangsung, Sementara itu penempatan TKI keluar negeri sebagai salah satu jalan keluar mengatasi besarnya jumlah tenaga kerja di Indonesia, harus di jalankan demi untuk menghindari terjadiya pengangguran di dalam negeri.
Sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang R.I No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundangan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengatasi pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan TKI yang meliputi standarisasi, sosialisasi dan pelaksanaan perlindungan mulai pra pemberangkatan selama penempatan sampai dengan pemulangan.
Pengertian Calon Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Indonesia didalam upaya pengembangan sumber daya manusia pengelolahan lembaga yang berkaitan dengan upaya untuk memberikan pelayanan prima perlu dikembangkan secara terus-menerus, disamping peningkatan kualitas calon tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri harus dapat dikembangkan melalui lembaga pelatihan dan pengembangan uji kompetensi, sehingga setiap tenaga kerja Indonesia memiliki kompentensi yang layak untuk ditempatkan di luar negeri.  Upaya pemerintah dalam mensukseskan program penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui pembangunan sumber daya manusia dengan meningkatkan kompetensi dan kualitasnya agar mampu bersaing di pasar kerja luar negeri. Pengembangan sumber daya manusia lembaga penempatan tidak kalah pentingnya untuk ditingkatkan kualitas dan pengetahuannya sejalan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 39 Tahun 2004, dalam pengelolahannya secara benar baik pengelolahan pada pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.  Pelaksanaan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri diperlukan pedoman dalam pelaksanaan rekrut calon Tenaga Kerja Indonesia agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan yang ada, dalam pelaksanaan rekrut calon tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan ketentuan yang berlaku.
Dimana angkatan kerja (labour force) terdiri dari: golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur (mencari kerja), sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari: golongan lain-lain atau penerima pendapatan.  Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Pasal 1 poin 1, adalah: 
“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.”
	
Hal senada mengenai pengertian tenaga kerja yang diberikan oleh Payaman Simanjuntak​[5]​ bahwa tenaga kerja adalah Penduduk yang sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan atau yang melaksanakan kegiatan lain seperti mengurus rumah tangga.
Pengertian tenaga kerja juga diberikan oleh Djumialdji ​[6]​, dalam bukunya “Perjanjian Kerja”. Adapun pengertian tenaga kerja yang diberikan oleh Djumialdji tersebut dimaksudkan untuk membedakan pengertian tenaga kerja dengan pengertian buruh.
Disamping itu Pengertian tenaga kerja menurut Djumialdji adalah : tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
A.5.	Metode Penelitian
Metode penelitian berguna bagi penelitian untuk mengungkapkan merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Menurut Soerjono Soekanto, peranan suatu metode penelitian adalah sebagai berikut​[7]​ :
1.	Menambah pengetahuan para ilmuan untuk mengadakan atau melakukan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap.
2.	Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3.	Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
4.	Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.
Metodelogi penelitian merupakan unsur essensial yang harus ada dalam kegiatan penelitian. Adapun metodelogi dalam penelitian ini, meliputi :
a)	Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis Sosiologis, Pendekatan ini mempunyai objek kajian mengenai perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sitem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundang positif dan bisa pula dilihat dari prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuahketentuan hukum positif. ​[8]​
Dengan metode kualitatif​[9]​ diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik obyek maupun subyek yang diteliiti. Metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pandangan dunianya. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.
b)	Spesifikasi Penelitian
Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penilitian deskriptif analitis, “Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandasakan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan”​[10]​ 
Spesifikasi ini dipandang selaras dengan tujuan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian ini untuk memerikan masalah hukum tertentu dan berusaha memahami secara lebih mendalam dengan kajian-kajian terhadpa masalah hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya masalah hukum itu di masyarakat. Hasil kajian akan melahirkan pemikiran prospektif dalam kerangka tawaran hukum berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi fokus perhatian. 
c)	Jenis Data
Dalam mendapatkan data yang bersifat objektif maka pertama dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer.
1.	Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.​[11]​ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan wawancara. Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.​[12]​ Wawancara yang dilakukan bersifat mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan disesuaikan dengan keadaan pada waktu dilakukannya wawancara. ​[13]​
2.	Data Sekunder
Data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulannya dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan-peraturan, buku-buku bahan sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
d)	Jenis Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data yang optimal, maka digunakan beberapa teknik pengumpulan, yaitu :
1.	Studi Kepustakaan 
Metode ini merupakan suatu penelitian kepustakaan (data skunder yang teknis pelaksanaannya dengan mempelajari sumber-sumber informasi dari beberapa literatus baik berupa buku-buku ilmiah. Dokumen arsip. Peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Sehingga untuk mendapatkan tingkat validitas yang tinggi, maka perlu adanya pengecekan apakah isi dan kualitas dapat digunakan sebagai data. ​[14]​
Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a.	Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari :
1.	Undang-Undang Dasar 1945
2.	Peraturan perundang-undangan mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
b.	Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memebrikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari:
1.	Kepustakaan yang berhubungan dengan materi penulisan penelitian hukum.
2.	Tulisan-tulisan dalam media massa yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian hukum.
3.	Hasil-hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian hukum.




Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan. Data primer diperoleh melalui metode wawancara atau interview. Wawancara yaitu pengumpulan data selengkap-lengkapnya dengan cara melakukan Tanya jawab. Dalam hal ini wawancara dalam bentuk Tanya jawab, dalam hal ini wawancara dalam bentuk Tanya jawab terpimpin. Makudnnya adalah dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya variai-variasi situasi ketika wawancara dilakukan. ​[15]​
e)	Analisis Data
Proses analisi data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah data dari hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan terkumpul, maka data terebut diajukan dalam bentuk uraian dan kemudian dilakukan analisa normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan analisa kualitatif dimaksudkan analisa terhadap data yang diperoleh yang sukar dengan angka. Penelitian kualitatif cenderung mengumpulkan data yang banyak tetapi tidak sampai pada peneluran teori. Kemudian data-data tersebut saling dihubungkan satu dengan yang lainnya dan disuun secara sistematis, dianalisi dan pada akhirnya dipakai untuk memperoleh kesimpulan.
B.2.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
B.1.	Eksistensi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jawa Tengah terhadap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
Keberadaan BP3TKI Jawa Tengah, sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor: 22 Tahun 1999 yang sekarang menjadi Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004, UPT tersebut tidak diserahkan ke pemerintahan daerah. Alasannya karena bersifat lintas negara dan lintas provinsi.
Pelimpahan urusan pemerintahan. Dalam pelimpahan urusan pemerintahan (urpem) terlebih dahulu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak serta merta dengan Peraturan Menteri. Menteri hanya membuat standar, pedoman, kriteria dan prosedur dan pembahasannya bersama dengan Menteri Dalam Negeri serta pemangku kepentingan termasuk BNP2TKI. Materi yang dibuat SPM telah tercantum dalam lampiran PP Nomor: 38 Tahun 2007. Apabila diatur sebaliknya, maka terjadi tumpang tindih antara Dinas dengan BP3TKI.
Upaya hukum (legal remedies). 1) penyelesaian melalui lingkungan eksekutif (executif review) artinya tidak mengambil keputusan atas nama negara apabila ada konflik kepentingan, semestinya diserahkan kepada atasannya atau pihak lain di lingkungan eksekutif yang paling berwenang; 2) penyelesaian melalui Ombudsman sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, karena alasan terganggunya pelayanan publik (Undang Undang Nomor: 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia); 3) Penyelesaian melalui kewenangan legislatif (DPR) dengan melaksanakan hak mengajukan peratanyaan atau angket karena adanya perbedaan dalam mengimplementasikan undang-undang; 4) Judicial Review pengujian legalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang ke Mahkamah Agung (the legality of regulation); 5) Pengujian konstitusionalitas undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dengan batu ujinya adalah Undang Undang Dasar 1945 terhadap Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004.
Akhirnya, reformasi terhadap penempatan dan perlindungan TKI telah gagal di tengah jalan karena kehilangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Jangan mengutamakan kekuasaan atau kewenangan lebih mulia mengambil peran aktif memperbaiki keadaan TKI. 
B.2.	Kendala Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
		Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 merupakan turunan dari Kepmenakertrans Nomor: 104A tahun 2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, karena pada saat perumusannya Kepmenakertrans Nomor 104A tahun 2002 tersebut melibatkan Asosiasi-asosiasi PPTKIS dan PPTKIS, maka Kepmenakertrans Nomor 104A tahun 2002 tersebut dapat dipahami penuh dengan nuansa-nuansa kepentingan-kepentingan bisnis PPTKIS, sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat/TKI banyak terabaikan. Begitu juga dalam perumusan dan pengesahan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004, dominasi oleh kepentingan-kepentingan bisnis PPTKIS yang diperjuangkan melalui asosiasi-asosiasi PPTKIS melalui dil-dil politik secara terselubung, sehingga pasal-pasal Undang-Undang Nomor. 39 tahun 2004 lebih berpihak kepada kepentingan bisnis PPTKIS.
1.	Pada tahap Pra Penempatan.
Berdasarkan data dan berita-berita yang pernah dipublikasikan oleh mas media, baik cetak maupun elekronik maupun kasus-kasus yang ditangani oleh BP3TKI Jawa Tengah, permasalahan-permasalahan yang menimpa Calon Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (CTKIP) adalah:
a.	Direkrut secara illegal seperti:
1.	Direkrut dan diberangkatkan oleh calo. 
2.	Perektrutan anak masih di bawah umur. 
3.	Pemalsuan dokumen, seperti:
4.	Surat ijin keluarga palsu. 
5.	Hasil tes kesehatan asli tapi palsu 
6.	Sertifikat kompetensi asli tapi palsu 
7.	Pemalsuan identitas pada dokumen seperti nama, umur, alamat, status perkawinan, dll. 
8.	Di penampungan oleh PPTKIS disuruh menanda tangani surat, apabila batal berangkat CTKI harus membayar ganti rugi yang cukup besar (pemerasan ketika membatalkan diri berangkat). . 
9.	Terlalu lama di penampungan. 
10.	Menandatangani Surat Perjanjian Kerja dalam situasi yang tergesa-gesa, sehingga CTKI tidak sempat membaca dan mempelajari isi perjanjian kerja. 
11.	Tandatangan CTKI dipalsukan dalam perjanjian kerja. 
2.	Masa Penempatan
Pada umumnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Perempuan, di negara-negara tujuan penempatan bekerja pada sector-sektor pekerjaan yang sudah ditinggalkan atau tidak diminati oleh Warga Negara pemberi kerja karena kondisi kerja yang keras, upah, status rendah dan perlindungan minim. Memperhatikan kondisi demikian, maka TKI menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:
1.	Jenis pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK). 
2.	Jam kerja melampaui batas, tanpa ada uang lembur. 
3.	Tidak memegang dokumen apapun karena, semua dokumen ditahan majikan. 
4.	Dilarang berkomunikasi dengan orang lain termasuk dengan keluarga. 
5.	Dilarang menjalankan ibadah, dipaksa memasak dan makan makanan haram (daging babi). 
6.	Gaji tidak dibayar. 
7.	Di PHK sepihak dan dipulangkan majikan tanpa diberikan hak-haknya. 
8.	Penipuan dengan modus medical yang direkayasa dan akhirnya dipulangkan karena dianggap tidak fit. 
3.	Purna Penempatan
Keberadaan Pos Pelayanan BP3TKI di bandara Ahmad Yani Semarang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para TKI sampai kekampung halamannya, tujuan sebagai tempat proses pemberian pelayanan dalam rangka perlindungan kepulangan TKI menuju kampung halamannya, Tetapi sangat disesalkan justru dalam proses pemberian pelayanan dalam rangka perlindungan inilah telah terjadi berbagai pelanggaran hukum, aturan, etika, moral sampai penghilangan nyawa TKI telah terjadi, yang membuat rasa keadilan dan terkesan orang kecil dan miskin dari kampung tidak ada tempat untuk hidup di negeri yang tercinta ini. Masalah-masalah tersebut antara lain:
1.	Perampokan hasil kerja di perjalanan. 
2.	Pemerasan uang dan barang oleh sopir angkutan di perjalanan menuju kampung halaman. 
3.	Dipindahkan keangkutan lain dan dipunggut biaya tambahan.
4.	Dimintai uang tambahan oleh sopir dalam perjalanan pulang.
5.	Gila/stress/depresi. 
6.	Penahanan dokumen oleh PPTKIS/calo. 
B.3.	Model ideal konstruksi Undang-Undangan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia  berdasarkan nilai-nilai yang dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia 
1.	Konstruksi Idela dalam perundang-undangan Penempatan dan perlindungan TKI
1)	Pancasila 
Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa, yg didalamnya terkandung nilai dasar (intrinsik), nilai instrumental dan nilai praksis. Selain itu Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 4 dimensi yaitu: dimensi realita, idealisme, fleksibilitas dan pembangunan nasional. Namun nilai-nilai yang dimiliki Pancasila pada saat ini kondisinya dipengaruhi oleh nilai-nilai universal, globalisasi bercirikan demokratisasi, hak asasi manusia  dan lingkungan hidup, selain itu pula kemajuan iptek berupa informasi dan transformasi menjadikan dunia tanpa batas, erapasar bebas bercirikan liberalisme ekonomi kapitalis berdampak terhadap pergeseran peradaban. Dari kenyataan tersebut Pancasila mengalami pengaruh yang cukup tajam, dimana di dalam kehidupan masyarakat nilai-nilai Pancasila banyak ditinggalkan bahkan dalam tindak tanduk, perilaku, moral warga negeri ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila.
2)		Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sejak merdeka, Indonesia telah memberlakukan tiga macam konstitusi dalam empat periode, yaitu periode pertama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. Periode kedua 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. Periode ketiga 17 Agustus   1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku UUD 1950 yang bersifat sementara. Dan periode keempat 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku UUD 1945.​[16]​
Setelah kembali kepada UUD 1945 sampai sekarang konstitusi Indonesia tidak lagi mengalami pergantian. Akan tetapi hanya mengalami Amandemen sebanyak empat kali, yaitu Amndemen yang pertama ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen kedua tangal 18 Agustus 2000 dan Amandemen ketiga 10 November 2001 serta Amandemen keempat pada tanggal 10 Agustus 2002.
Menurut Mr. J.G. Steenbeek, sebagaimana telah dikutip oleh Sri Soemantri dalam disertasinya yang telah memberikan gambaran secara jelas apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada pokoknya konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu​[17]​: 
a.	Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan waga negaranya;
b.	Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental;
c.	Adanya pembagian dan pembatasan tugas dan ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Atas dasar itulah, maka UUD 1945 Republik Indonesia yang dalam teori Stufenbau Hans Kelsen disebut sebagai groundnorm harus memberikan jaminan atas hak asasi manusia dan adanya pembagiaan kekuasaan dalam struktur negara untuk memberikan batasan atas kekuasaan tersebut agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut. Dengan demikian, nilai yang terkandung di dalam batang tubuh UUD 1945 mengandung sistem politik hukum bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara ideal yang dicata-citakan. Politik hukum di dalam batang tubuh UUD 1945 tidak hanya mengandung sistem politik, akan tetapi juga sistem ekonomi, sistem hukum dan sosial.
Menurut T.M.Radhie, yang dimaksud Politik hukum adalah suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun​[18]​. Politik hukum dalah legal policy yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi​[19]​ :
1.	Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
2.	pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Tetapi dalam prakteknya, hukum seringkali menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan politik sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa hukum sama dengan kekuasaan. UUD 1945 mengakui hak-hak  (termasuk hak milik)  dan kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus  meletakkan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. 
Dari uraian diatas kiranya terdapat jaminan hak asasi manuisia dalam politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta lebih jelasnya terdapat ketentuan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Indonesua adalah negara hukum”. Denganya terdapat konsekuensi logis dalam mketentuan Pasal 1 ayat 3 tersebut, dab kemudian dipertegas dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Jaminan kesamaan di hadapan hukum ini sebagai implementasi dari asas-asas yang harus di muat dalam konsep negara hukum.
Alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 menentukan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Perlindungan negara terhadap warga negaranya berlaku dimanapun dia berada di segenap penjuru dunia. Ketika negara berupaya memfasilitasi setiap warga negaranya dalam melaksanakan hak pilihnya dalam pesta demokrasi setiap 5 (lima) tahun-an maka negara juga wajib melindungi hak asasi setiap warga negaranya.
Undang-Undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa negara bertanggungjawab untuk menjaga kehormatan dan harta benda warga negaranya yang berada di luar wilayah Republik Indonesia. Amanah Undang-Undang Dasar ini sangat relevan untuk direnungkan oleh setiap orang yang menjadi penyelenggara negara, terutama dalam konteks globalisasi ekonomi, dimana banyak Warga Negara Indonesia bekerja atau mencari kehidupan di luar negeri.​[20]​
Dalam melaksanakan perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), negara membuka hubungan konsuler (consular relation) dengan banyak negara lain. Namun dalam pelaksanaannya, hubungan konsuler lebih dititik beratkan pada upaya memajukan hubungan dagang Indonesia dengan negara lain.​[21]​ Sedangkan perlindungan TKI masih terkebelakang, walaupun TKI merupakan salah satu sumber devisa negara. Perlindungan TKI hanya bersifat responsif ketimbang struktural dan sistematis. Pada umumnya, perlindungan TKI hanya dilakukan apabila masalah-masalah yang dialami TKI telah menjadi berita di media masa.
Dengan terungkapnya beberapa kasus besar TKI di negara tetangga Malaysia dan Singapura serta di beberapa negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, seluruh komponen bangsa tersentak. Banyak orang berpendapat bahwa persoalan itu terjadi karena rendahnya tingkat pendidikan para TKI. Ada lagi yang mengatakan bahwa persoalan ini terjadi karena pengusaha perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI, sekarang disebut PPTKIS) tidak berwawasan nasional dan hanya mengejar keuntungan (profi t-oriented). Ada juga yang berpendapat bahwa kasus-kasus TKI terjadi karena tidak berjalannya fungsi regulatif dan punitif Pemerintah RI
Perlakuan pemberian perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, baik dia pelajar maupun pekerja, tidaklah boleh berbeda atau dibedakan. Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dengan perlakuan yang sama dan setara. Hal inilah yang melandasi pertimbangan disusunnya UU nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negara, dimana pada konsideran menimbang disebutkan bahwa “negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia”
Dalam konteks perlindungan terhadap warga negara yang menjadi tenaga kerja di luar negeri, Peraturan Perundang-undangan telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan negara kepada tenaga kerja Indonesia. Bentuk perlindungan negara ini diberikan pada masa sebelum, selama, maupun sesudah bekerja (vide Pasal 1 angka 4 UU nomor 39 Tahun 2004). Sebagai peraturan pelaksana dari UU nomor 39 tahun 2004, Pemerintah telah menerbitkan PP nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negari yang menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan negara secara lebih rinci seperti, perlindungan teknis dan administratif; bantuan dan perlindungan kekonsuleran; pemberian bantuan hukum; pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI;  upaya diplomatik; serta bentuk perlindungan lainnya.
Disamping itu, bentuk perhatian dan keseriusan negara akan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri adalah dengan diratifikasinya International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2012.
2.	Alternatif Perumusan Perundang-Undangan Penempatan Dan Perlindungan Tki Saat Ini
Sistem hukum nasional harus dapat menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum harus mampu memberikan “titik-titik keseimbangan” dalam upaya negara melakukan pembangunan yang perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat tersebut pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. 
Model pembacaan dalam pembuatan peraturan oleh para legislator adalah teori yang lazimnyaa harus di terapkan dengan seteliti mungkin, karena jika peraturan yang saat ini ada dalam hal ini Undang-Undang penempatan dan perlindungan TKI akan terbaca tidak seperi Undang-Undang yang di rumuskan berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia karena dalam hal ini belum mencapai cita hukum untuk diberlakukan saat ini karena pada daarnya negara kita belum siap dari aspek ekonomi nasional, dalam arti tidak juga kita memilih untuk tidak mengenal migrasi TKI, bahkan sangat dibutuhkan, akan tetapi dengan melihat bukti empirisnya dalam implementasi ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang penempatan dan perlindungan TKI perlu di perhatikan tentang kepentingan yang terbaik bagi penempatan dan perlindungan TKI.
Perundang-undangan berkenaan dengan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia perlu memperhatikan pola dari kepentingan warga negara sebagaimana menjadi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Melalui cita negara hukum indonesia dengan merumuskan perundang-undangan yang mengakomodir kepentingan untuk melindungi warga negara akan menunjukan wajah hukum yang progresif dan responsif untuk penempatan dan perlindungan TKI.
Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran yang cukup jelas makna Pasal 33 ayat (3) tentang makna “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Makna dikuasai oleh Negara adalah negara berhak untuk mengatur, melaksanakan, memelihara dan mengawasi. Tafsir Mahkamah demikian sesuai dengan Konstitusi yang seharusnya dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan di bawah undang-undang. Namun demikian ada kemungkinan bahwa justru peraturan perundang-undangan di bawah undang undang telah membelenggu konstitusi beserta tafsirannya yang benar. Dengan demikian maka yang dijalankan ketentuan yang lebih rendah dari Undang-Undang.
Beranjak dari apa yang dijelaskan diatas bahwa berkenaan dengan kekayaan yang ada di Indonesia dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran warga negara Indonesia, maka perlu dirumuskan suatu peraturan penempatan dan perlindungan TKI berkenaan dengan menyamakan warga negara asing dan warga negara asli indonesia dalam kegiatan migrasi TKI direkontruksi dengan model pancasilais yang dijabarkan dalam hal tafsir warga negara dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Korelasi antara pasal 26 ayat 1, pasal 27 ayat 1 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya menjelaskan tentang perekonomian nasional serta hak asasi warga negara asli Indonesia dan jaminan kesamaan hukum untuk warga negara Indonesia. Hal ini lah yang dapat dijadikan dasar dalam merekontruksi Undang-Undang
 C.	PENUTUP
C.1.	Kesimpulan
Pada penutup pembahasan ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah tesis ini, sebagai berikut:
1.	Eksistensi BP3TKI dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang berlaku, pada dasarnya tidak terdapat pergeseran sesuai dengan tugas dan fungsinya, akan tetapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BP3TKI sebagai kepanjangan tangan dari BNP2TKI masih terikat oleh struktur di pemerintahan pusat, hal inilah yang membuat BP3TKI kurang efektif, karena untuk penyelesaian suatu permaslahan yang berkenaan dengan penempatan dan perlindungan TKI tidak terdapat harmonisasi antara kewenangan pusat dan daerah.
2.	Dalam pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan ketentuan arah pembangunan hukum nasional, tidak terlepas dari pengaruh aspek-aspek diluar hukum itu sendiri, pada saat ini mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat meningkatkan dan menghasilkan tenaga kerja indonesia yang dapat sesuai dengan standarisasi untuk di negara-negara yang membutuhkan jasa dari tenaga kerja indonesia.
3.	Model ideal untuk penataan kembali peraturan perundang-undangan yang saat ini ada dan berlaku di Indonesia berkenaan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Inidonesia harus merujuk pada nilai-nilai kearifan lokal dalam penyusunan perundang-undangan, agar supaya dalam pemberlakuannya dapat di gunakan untuk proteksi terhadap kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam proses penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia. Penyusunan perundang-undangan yang berdasarkan pada ketentuan yang telah ada dan dengan memperhatikan ketentuan berjenjang akan memolakan nilai-nilai perundang-undangan dengan model pancasilais.
C.2.	Saran
Saran atau usulan gagasan untuk perbaikan berdasarkan permasalahan yang terpotret dalam penelitian ini yang relevan dengan pokok permasalahan, penulis penyarankan hal-hal sebagai berikut:
1.	Perjalanan ketatangaraan Republik Indonesia memang memiliki kekhasan dalam prakteknya, perkembangan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah perkembangan lembaga negara yang semakin kompleks memerlukan perhatian agar supaya tidak terdapat pemborosan struktur dan lembaga yang telah ada dapat berkalan dengan semestinya, yang mana dalam kelembagaan BP3 TKI pun terdapat pemborosan struktur karena BP3 TKI kepanjangan tangan dari BNP2TKI, hal ini perlu di perhatikan dalam hal singkronisasi dan harmonisasi tata kelola kerja dan hubungan yang baik agar BP3 TKI dapat berperan dengan aktif dan berdaya guna bagi TKI.
2.	Dalam kegiatan penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia yang saat ini dilakukan tidak terlepas dari kendala-kendala yang tidak dapat di akomodir oleh peraturan yang ada. Dalam meminimalisisr kendalakendala yang mungkin ada perlu di reformulasikan kembali perundang-undangan yang ada saat ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman khusus berkenaan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.
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